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Peraturan  Menteri  Perhubungan   Republik  Indonesia  Nomor PM 57  Tahun  2020 

Tentang penyelenggaraan Pelabuhan laut yang mengatur izin kegiatan usaha 

Badan Usaha Pelabuhan dan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016  

Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementerian Perhubungan. 

 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 84 Tahun 2018 

Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta 

Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan yang 

Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. 

 

Undang-undang nomor 17 Tahun 2018 Tentang pelayaran (penghapusan monopoli 

dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan Antara fungsi regulator dan 

operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara 

proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.). 

  

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang pelayaran (sistim monopoli pada 

pengelolaan pelabuhan). 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 1 ayat 

30 (konsesi). 

 

Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan 

 

Peraturan    Menteri    Perhubungan    Republik   Indonesia   No. PM 50 Tahun 2021    

Tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. 



Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), Alih Daya,Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasal 26 ayat 1. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial 

 

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi, 

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan 

 

 

  


